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ANALISIS KEBIJAKAN AMNESTI PAJAK DI INDONESIA, FILIPINA, DAN 

INDIA 

 

     Kebijakan amnesti pajak adalah kebijakan dalam hal pengampunan pajak yang 

diberikan oleh pemerintah suatu negara kepada masyarakat, khususnya bagi Wajib 

Pajak (WP) di negara tersebut. Pengampunan pajak dilakukan atas sanksi maupun 

denda pajak yang seharusnya ditanggung oleh WP.   Tujuan peneilitian ini  adalah 

untuk mencari tahu faktor apakah yang menyebabkan tingginya jumlah deklarasi 

dan penerimaan uang tebusan kebijakan amnesti pajak di Indonesia dibandingkan 

dengan negara Filipina dan India. Data penelitian diperoleh dari buku-buku, 

catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan kebijakan amnesti 

pajak di negara Indonesia, India, dan Filipina. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan penelitiaan kepustakaan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa faktor komunikasi dan kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah menyebabkan tingginya jumlah deklarasi dan penerimaan uang 

tebusan dalam kebijakan amnesti pajak di Indonesia dibandingkan dengan negara 

Filipina dan India. 

 

Kata kunci : Kebijakan amnesti pajak, Indonesia, Filipina, India 

 

    Tax amnesty policy is a policy that granted by the goverment of a country to its 

people, especially for taxpayers. Tax amnesty is given as an amnesty of sanction 

and penalty in tax obligation that should be paid by taxpayers. The purpose of this 

study is to find out the factor that made the ammount of declaration and ransom in 

Indonesia’s tax amnesty policy higher than in Philippines and India.  Data were 

obtained from books, notes, and reports that related to tax amnesty policy in 

Indonesia, Philippines, and India. Data collection techniques in this research is 

using literature study. The results showed that the communication and public trust 

in goverment led to the high ammount of declaration and acceptance of the 

ransom in Indonesia’s tax amnesty policy compared to the Philippines and India. 

 

Keyword : Tax amnesty policy, Indonesia, Philippines, India 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Sumber penerimaan negara dari sektor fiksal memiliki peran yang sangat 

penting dalam menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Hal ini dibuktikan dengan tingginya persentase penerimaan pajak dari total 

penerimaan negara, yaitu sebesar 75% yang tercermin dalam APBN 2016 (lihat 

tabel 1.1). Penerimaan negara dalam APBN  bertujuan untuk membiayai belanja 

negara yang ditujukan untuk pembangunan di berbagai bidang untuk 

mensejahterakan masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa peranan pajak harus 

semakin ditingkatkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. 

Tabel 1.1 

Perkembangan Penerimaan APBN Tahun 2006-2016 (dalam miliar Rupiah) 

 

Tahun APBN APBN-P Realisasi % 

2006 625,24 659,12 **637,99 96,79 

2007 723,06 *694,09 707,81 101,98 

2008 781,35 894,99 981,61 109,68 

2009 985,70 *871,00 **848,76 97,45 

2010 949,66 992,40 995,27 100,29 

2011 1.086,37 1.169,91 1.210,60 103,48 

2012 1.311,39 1.358,21 **1.338,11 98,52 

2013 1.529,67 *1.502,00 **1.438,89 95,80 

2014 1.667,1 *1.635,4 **1.550,6 94,81 

2015 1.793,6 *1.761,6 **1.504,5 85,41 

2016  1.822,5  1.786,2  1.551,8  86,90 

* mengalami penurunan dari APBN 

** mengalami penurunan dari APBN -P 

Sumber: dpr.go.id dan kemenkeu.go.id 



 
 

Dalam APBN tahun 2016, pendapatan negara ditargetkan mencapai 1.822,5 

triliun Rupiah. Target ini meningkat sebesar 60,9 triliun Rupiah dari APBNP 

2015. Peningkatan tersebut didukung dengan meningkatnya penerimaan dari 

sektor pajak. Penerimaan perpajakan dalam APBN 2016 ditargetkan mencapai 

1546,7 triliun Rupiah atau naik sebesar 3,9% (57,4 triliun Rupiah) dari APBN-P 

2015. Berdasarkan APBN-P 2015, realisasi penerimaan perpajakan hanya 

mencapai angka 83,3%. Jika dibandingkan dengan APBN 2014, angka realisasi 

tersebut mengalami penurunan. Dalam rangka memperkecil kesenjangan antara 

target penerimaan perpajakan dengan realisasinya, pemerintah pada tahun 2016 

mengadakan kebijakan amnesti pajak (kemenkeu, 2016). 

Pada Juli 2016, Indonesia mengadakan kebijakan amnesti pajak yang ketiga 

kalinya. Tujuan diadakannya kebijakan amnesti pajak adalah untuk menunjang 

pendapatan APBN tahun 2016 dan membantu stabilitas ekonomi makro melalui 

repatriasi. Selain itu, amnesti pajak berfungsi sebagai sarana bagi Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) untuk mengumpulkan data perpajakan para Wajib Pajak 

(WP) yang selama ini belum dilaporkan. Hal ini selaras dengan akan 

diterapkannya  Pertukaran Informasi Otomatis atau lebih dikenal dengan sebutan 

Automatic Exchange of Information (AEoI) pada tahun 2018, sesuai dengan hasil 

kesepakatan Brisbane Summit di Australia pada 15-16 November 2014 yang 

dihadiri para pemimpin negara G20 (Jon Erizal). Menurut Kementerian 

Keuangan, penerapan AEoI akan memudahkan Indonesia untuk melacak sumber 

dana para WP yang berada di luar negeri. 



 
 

Darussalam (2016), menyatakan terjadi perlambatan ekonomi dunia yang 

mengakibatkan turunnya aktivitas perdadangan dunia yang ditandai dengan 

penurunan harga-harga komoditas. Hal ini memicu banyak negara untuk 

melakukan kebijakan amnesti pajak (Raisa Adila). Selain itu, keberhasilan 

penerapan kebijakan amnesti pajak di berbagai negara di dunia memicu negara-

negara lain untuk menerapkan kebijakan amnesti pajak. Negara India merupakan 

contoh negara di Asia yang berhasil menerapkan kebijakan amnesti pajak. 

Kebijakan amnesti pajak pada tahun 1997 dikatakan berhasil karena tingginya 

angka penerimaan dana hasil tebusan yaitu sekitar 19,7 triliun Rupiah. Pencapaian 

ini menobatkan India di peringkat kedua sebagai negara dengan penerimaan dana 

hasil tebusan tertinggi di Asia menurut Center for Indonesian Taxation Analysis 

(CITA) pada tahun 2016 (Tempo). 

Keberhasilan India dalam menjalankan kebijakan amnesti pajak mendorong 

negara-negara lain di Asia untuk menerapkan kebijakan serupa. Tercatat, negara-

negara seperti Indonesia dan Filipina juga turut menerapkan kebijakan amnesti 

pajak. Negara-negara tersebut memiliki tujuan yang berbeda dalam menerapkan 

kebijakan tersebut. 

Menurut Global Financial Integrity (GFI), India merupkan negara ke-4 

dengan jumlah black money outflow terbesar di dunia, yaitu sekitar 51 triliun USD 

dalam jangka waktu 2004-2013 (The Economic Times). Selain itu, jumlah black 

money yang berada di dalam negeri sangat besar yaitu 90% dari total black money 

(Sandeep). Implementasi kebijakan amnesti pajak bertujuan untuk mengoptimalkan 

pendapatan pada sektor pajak serta memerangi praktik black money. Hal ini 



 
 

selaras dengan visi Perdana Menteri India, Narendra Modi untuk terus 

memerangi praktik black money di negara India (The Hindu). 

Penerapan kebijakan amnesti pajak di Filipina bertujuan untuk menambah 

pendapatan negara dari sektor fiskal dan untuk memperluas basis data WP-nya. 

Bagi WP yang ingin mengikuti kebijakan amnesti pajak diharuskan untuk 

melampirkan laporan atas harta, kewajiban dan kekayaan bersih (GMA Network). 

Negara Indonesia, Filipina, dan India termasuk sebagai  negara yang pernah 

melakukan kebijakan amnesti pajak, Secara geografis, negara Indonesia, Filipina, 

dan India memiliki kesamaan yaitu berada di Benua Asia. Selain kesamaan dalam 

segi geografis, Indonesia juga memiliki kesamaan-kesamaan dari segi ekonomi 

dan demografi dengan negara-negara tersebut. 

Menurut survei yang diadakan oleh Wealth-X dan Knight Frank, negara India 

dan Indonesia memiliki kesamaan dalam jumlah penduduk berpendapatan tinggi.  

Jumlah penduduk golongan kaya di India dengan nilai kekayaan diatas 1 juta USD 

pada tahun 2015 mencapai 257.658 jiwa atau 4,92% dari populasi penduduk di 

India. Jumlah penduduk golongan kaya di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 

52.285 jiwa atau setara dengan 4,94% dari populasi penduduk di Indonesia (The 

Wealth Report 2016).  

Menurut klasifikasi dari Bank Dunia, Indonesia dan Filipina dikategorikan 

sebagai negara berpendapatan menengah kebawah. Pengertian dari negara 

berpendapatan menengah kebawah adalah negara yang memiliki pendapatan per 

kapita antara 1,026 sampai 4,035 USD, Berdasarkan pengelompokan tersebut, 



 
 

negara Indonesia dan Filipina tergolong dalam kelompok negara ekonomi 

berkembang (United Nations). 

Berdasarkan penjabaran diatas, diperlukan penelitian yang membahas 

mengenai kebijakan amnesti pajak di Indonesia, Filipina, dan India yang meliputi 

latar belakang, tujuan, serta peraturan amnesti pajak masing-masing negara. 

Selain itu penelitian ini juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingginya jumlah deklarasi dan penerimaan uang tebusan kebijakan amnesti pajak 

di Indonesia dibandingkan dengan negara Filipina, dan India. 

Oleh karena itu judul dari penelitian ini adalah “ANALISIS KEBIJAKAN 

AMNESTI PAJAK DI INDONESIA, FILIPINA, DAN INDIA” 

 

B. Identifikasi Masalah 

      Dilihat dari latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dilakukan 

suatu identifikasi masalah yaitu faktor-faktor yang menyebabkan tingginya jumlah 

deklarasi dan penerimaan uang tebusan kebijakan amnesti pajak di Indonesia pada 

tahun 2016 dibandingkan dengan negara Filipina, dan India. 

 

C. Ruang Lingkup 

Pada penelitian ini ruang lingkup yang dibahas akan dibatasi hanya kebijakan 

amnesti pajak tahun 2016 untuk negara Indonesia, tahun 2007 untuk negara 

Filipina, dan tahun 1997, 2015, serta 2016 bagi negara India. Pembatasan ini 

dilakukan agar selaras dengan maksud dan tujuan penelitian. Adapun maksud dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis tingginya jumlah deklarasi dan 



 
 

penerimaan uang tebusan kebijakan amnesti pajak negara Indonesia pada tahun 

2016 jika dibandingkan dengan negara Filipina, dan India. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan idenifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas, maka 

perumusan masalah penelitian adalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan 

tingginya jumlah deklarasi dan penerimaan uang tebusan kebijakan amnesti pajak 

di Indonesia dibandingkan dengan negara Filipina, dan India. 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis 

faktor-faktor tingginya jumlah deklarasi dan penerimaan uang tebusan kebijakan 

amnesti pajak di Indonesia dibandingkan dengan negara Filipina, dan India. 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk 

meraih gelar sarjana pada fakultas ekonomi Universitas Tarumanagara.  

2.   Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai 

kebijakan amnesti pajak di Indonesia, Filipina, dan India serta menjadi 

referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

 

 



 
 

F. Sistematika Pembahasan 

Agar dapat memperoleh gambaran menyeluruh serta mempermudah dalam 

memahami isi pembahasan, berikut dijelaskan bab- bab apa saja yang akan 

diuraikan dalam pembahasan :  

BAB I         PENDAHULUAN  

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai latar belakang dari 

penelitian ini, identifikasi masalah, ruang lingkup, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan yang menjelaskan kerangka penulisan secara garis 

besar. 

BAB II        TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan sebagai 

dasar penelitian seperti pengertian pajak, subjek dan objek pajak, 

pengertian amnesti pajak, dan sejarah amnesti pajak. Sedangkan 

kerangka pemikiran berisi mengenai kegiatan yang dilakukan saat 

tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. 

BAB III       METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pemilihan objek penelitian, 

teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data. 

BAB IV       HASIL PENELITIAN 

Pada bagian ini akan membahas dan menganalisis mengenai 

kebijakan amnesti pajak di Indonesia, Filipina, dan India. Dalam bab 



 
 

ini akan dibahas mengenai gambaran umum objek penelitian, 

analisis, dan pembahasan.  

BAB V        KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan dibahas secara singkat mengenai penelitian yang 

dilakukan, serta saran perbaikan yang layak untuk dilaksanakan. 
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